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ABSTRAK

Pengelolaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung
pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, ketidakefisienan dalam alokasi pajak sering kali menyebabkan ketimpangan
dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan
efisiensi pembangunan fasilitas publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif, data dikumpulkan dari wawancara
mendalam dan diskus i kelompok terarah dengan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat, pembayar pajak, akademisi, dan pemerintah daerah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang baik dan alokasi pajak yang
efisien berkontribusi signifikan pada pembangunan fasilitas publik yang berkualitas dan
merata. Sebaliknya, ketidakefisienan dalam pengelolaan pajak menyebabkan
kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam di daerah tertinggal. Implikasi dari
penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas administrasi fiskal daerah untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu,
temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memastikan
pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Penelitian lanjutan
disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dan data longitudinal guna
mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang lebih efisien.
Kata Kunci : Pajak Daerah; Alokasi Efisien; Fasilitas Publik; Tata Kelola Fiskal

ABSTRACT

Local tax management has an important role in supporting the development of
public facilities that have a direct impact on community welfare. However, inefficiency
in tax allocation often leads to inequality in infrastructure development, especially in
underdeveloped regions. This study aims to analyze how the optimization of local tax
allocation can improve the efficiency of public facility development and reduce
inequality between regions. Through a descriptive-exploratory qualitative approach,
data was collected from in-depth interviews and focus group discussions with various
stakeholders, including communities, taxpayers, academics, and local governments. The
results show that good fiscal governance and efficient tax allocation contribute
significantly to the development of quality and equitable public facilities. Conversely,
inefficiencies in tax management lead to deeper social and economic disparities in
lagging regions. The implication of this study is the need to increase the capacity of local
fiscal administration to improve transparency and accountability in tax management. In
addition, the findings provide applicable policy recommendations to ensure equitable
infrastructure development across regions. Further research is recommended to use
quantitative approach and longitudinal data to evaluate the long-term impact of more efficient
fiscal policy.
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PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang

memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan,

termasuk penyediaan fasilitas publik (Pratama & Amalia, 2020) . Peran strategis pajak

daerah dalam pembangunan infrastruktur publik telah diakui sebagai elemen kunci

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah (Setiawan & Putra, 2021) . Namun, kendati kontribusinya yang signifikan,

pengelolaan pajak daerah masih dihadapkan pada tantangan efisiensi dalam alokasinya,

yang sering kali tidak seimbang antara kebutuhan daerah dan alokasi sumber daya yang

tersedia (Putra & Hidayat, 2016) . Di banyak wilayah, ketidakefisienan dalam

pengelolaan pajak ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas publik

yang memadai, terutama di daerah tertinggal (Wahyudi & Handayani, 2019). Oleh

karena itu, optimalisasi alokasi pajak daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk

memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif guna

mendukung pembangunan fasilitas publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Meskipun pajak daerah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan

fasilitas publik, efisiensi alokasinya masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah

(Indriani & Sutrisno, 2018) . Banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan

pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, sehingga terjadi

ketimpangan dalam kualitas dan kuantitas fasilitas yang tersedia (Hasna & Sunarya

Sulaeman, 2022) . Ketidakefisienan ini sering kali disebabkan oleh alokasi pajak yang

tidak tepat sasaran, kurangnya perencanaan yang komprehensif, serta rendahnya

kapasitas administrasi fiskal daerah (Indriani & Sutrisno, 2018) . Akibatnya, daerah

tertinggal sering kali menerima alokasi yang tidak memadai, sementara daerah dengan

pendapatan pajak yang tinggi tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut untuk

meningkatkan fasilitas publik. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pembangunan

fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat, karena fasilitas publik yang tidak

memadai dapat memperburuk kualitas hidup dan memperdalam ketimpangan sosial

(Yang, 2017). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi alokasi pajak daerah dan

bagaimana optimalisasi pengelolaan ini dapat berkontribusi pada pembangunan fasilitas

publik yang lebih adil dan merata.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana

optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan

fasilitas publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Melalui pendekatan

kuantitatif penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang

mempengaruhi alokasi pajak yang efisien serta mengukur dampaknya terhadap kualitas

dan distribusi fasilitas publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mengevaluasi implikasi sosial dari pengelolaan pajak daerah yang lebih optimal,

khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada akhirnya,

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif

untuk pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki mekanisme alokasi pajak yang

lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi

secara merata.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah membahas peran pajak daerah dalam

pembangunan infrastruktur, kajian yang secara khusus mengupas efisiensi alokasi pajak

daerah terhadap pembangunan fasilitas publik masih sangat terbatas. Sebagian besar

penelitian berfokus pada aspek peningkatan pendapatan pajak tanpa mengkaji secara

mendalam bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan secara optimal untuk fasilitas

yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, studi terkait dampak

sosial dari efisiensi alokasi pajak, khususnya di daerah tertinggal, juga jarang dibahas

dalam literatur yang ada. Celah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk

mengeksplorasi bagaimana pengelolaan pajak daerah dapat dioptimalkan agar

alokasinya lebih tepat sasaran, adil, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial.

Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang

komprehensif mengenai efisiensi alokasi pajak daerah dan implikasinya terhadap

pembangunan fasilitas publik serta kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di

wilayah dengan disparitas ekonomi yang signifikan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian pengelolaan pajak

daerah dengan fokus yang lebih spesifik pada efisiensi alokasi dan dampak sosial

pembangunan fasilitas publik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar

membahas peningkatan pendapatan pajak tanpa memperhatikan distribusi yang efektif,

penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif dengan model ekonometrik untuk

mengukur efisiensi alokasi pajak serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan
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sosial masyarakat. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan terpadu yang

tidak hanya mengeksplorasi aspek fiskal, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial

dan ekonomi, sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik dalam optimalisasi

pajak daerah. Penelitian ini juga memberikan justifikasi kuat melalui urgensinya dalam

membantu pemerintah daerah memperbaiki mekanisme alokasi pajak yang lebih adil

dan berkelanjutan, dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan

pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya

berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga menyediakan rekomendasi kebijakan

yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah

dan pembangunan fasilitas publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan Pajak Daerah

Salah satu literatur penting dalam pengelolaan pajak daerah adalah studi oleh

Bird dan Slack (2014) , yang menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien untuk

memaksimalkan penerimaan pajak serta distribusinya. Bird dan Slack menyatakan

bahwa faktor-faktor seperti transparansi dan akuntabilitas memainkan peran kunci

dalam efisiensi pajak. Penelitian ini mengacu pada konsep tersebut, namun

menambahkan dimensi alokasi yang lebih spesifik dalam konteks pembangunan fasilitas

publik. Dalam kajian oleh Ahmad dan Brosio (2015) , ditemukan bahwa tata kelola

fiskal yang baik dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian

ini mengembangkan hipotesis bahwa daerah yang memiliki tata kelola fiskal yang lebih

baik, termasuk dalam hal alokasi pajak, akan lebih berhasil dalam menyediakan fasilitas

publik yang merata.

Efisiensi Alokasi dan Pembangunan Fasilitas Publik

Studi dari Bahl dan Martinez-Vazquez (2013) menjelaskan bahwa salah satu

indikator kunci dalam efisiensi pengelolaan pajak daerah adalah bagaimana pajak

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik. Mereka mengidentifikasi bahwa

alokasi yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan, pada

gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menguji konsep

efisiensi alokasi tersebut, dengan fokus pada bagaimana pengelolaan pajak yang efisien

dapat berkontribusi pada pembangunan fasilitas publik yang lebih adil. Pendekatan

serupa ditemukan dalam studi oleh McLure (2017) , yang menyoroti pentingnya
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membangun fasilitas publik di daerah tertinggal melalui alokasi pajak yang efisien.

Penelitian ini akan mengembangkan kerangka kerja berdasarkan kajian McLure, untuk

menganalisis dampak sosial dari ketidakseimbangan alokasi pajak di daerah-daerah

tersebut.

Dampak Sosial dari Pembangunan Fasilitas Publik

Literatur mengenai dampak sosial dari pembangunan fasilitas publik sangat

penting dalam memahami keterkaitan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Studi oleh Bourguignon dan Chakravarty (2019) menegaskan bahwa infrastruktur

publik yang baik berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan

memperbaiki kualitas hidup, khususnya di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap

layanan dasar. Penelitian ini mengacu pada kerangka dampak sosial ini untuk

menganalisis bagaimana pembangunan fasilitas publik dapat meningkatkan

kesejahteraan sosial, terutama di daerah tertinggal. Selain itu, temuan dari penelitian

Zhang dan Zou (2020)menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pembangunan fasilitas

publik sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam kapasitas fiskal daerah. Dengan

demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara kapasitas fiskal, alokasi

pajak, dan dampak sosial dari pembangunan fasilitas publik.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses

penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan

pendekatan deskriptif-eksploratif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam

bagaimana optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi

pembangunan fasilitas publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Informan

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok pemangku kepentingan utama,

termasuk masyarakat penerima manfaat fasilitas publik, pembayar pajak, akademisi

yang berfokus pada kebijakan publik dan studi pembangunan, serta pejabat pemerintah

daerah yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Informan dipilih secara purposive

untuk memberikan perspektif yang relevan terkait pengelolaan pajak dan dampaknya

pada pembangunan. Prosedur penelitian meliputi wawancara mendalam, diskusi

kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipatif, dengan data yang dikumpulkan
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melalui perekaman, transkripsi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pajak daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk

menggali informasi dari berbagai pihak terkait pengelolaan pajak, FGD untuk

memperoleh pandangan kolektif dari masyarakat, dan analisis dokumen kebijakan fiskal

serta laporan alokasi pajak daerah. Data dianalisis menggunakan metode Creswell

(2016) , yang meliputi tahap-tahap organisasi, pengodean, reduksi, dan penarikan

kesimpiulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul

dari data, menghubungkan alokasi pajak dengan efisiensi pembangunan fasilitas publik,

serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini secara signifikan mendukung teori-teori sebelumnya tentang

pentingnya efisiensi alokasi pajak daerah dalam pembangunan fasilitas publik.

Penemuan ini sejalan dengan pandangan Bird dan Slack (2014) , yang menekankan

bahwa pengelolaan fiskal yang baik dan transparan memainkan peran penting dalam

optimalisasi pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks

penelitian ini, efisiensi alokasi pajak terlihat menjadi kunci bagi peningkatan kualitas

fasilitas publik, terutama di daerah-daerah dengan tata kelola fiskal yang lebih kuat.

Temuan tersebut memperkuat literatur yang ada, yang menyatakan bahwa daerah

dengan pengelolaan pajak yang transparan cenderung mampu mendistribusikan sumber

daya lebih merata dan efektif, sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang

lebih berkelanjutan. Selain itu, temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya

pengawasan dan akuntabilitas dalam alokasi pajak, di mana daerah dengan kontrol

fiskal yang lebih ketat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penyediaan layanan

publik. Namun, di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan

di daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah, yang selaras dengan penelitian

Ahmad dan Brosio (2015) mengenai disparitas dalam pengelolaan pajak antara daerah

maju dan tertinggal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan dukungan

empiris terhadap teori yang ada, tetapi juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi

dalam upaya mencapai efisiensi alokasi pajak yang merata.

Penelitian ini juga mengelaborasi lebih lanjut bagaimana efisiensi alokasi pajak

daerah berdampak langsung pada pembangunan fasilitas publik dan kesejahteraan sosial,

dengan memperkuat temuan-temuan dalam literatur yang ada. Studi dari Bahl dan
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Martinez-Vazquez (2013) serta McLure (2017) menekankan bahwa alokasi pajak yang

tepat sasaran berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur publik yang, pada

gilirannya, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam penelitian ini,

daerah-daerah yang mampu mengelola pajak secara efektif menunjukkan adanya

peningkatan signifikan dalam kualitas fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan pusat

kesehatan. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi penopang utama bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di daerah yang sebelumnya

mengalami keterbatasan akses. Selain itu, hasil ini sejalan dengan pandangan

Bourguignon dan Chakravarty (2019) , yang menyatakan bahwa infrastruktur publik

yang lebih baik dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan mobilitas

ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian kami menemukan bahwa ketidakefisienan

alokasi pajak di daerah tertinggal memperdalam disparitas dalam pembangunan fasilitas

publik, yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap

layanan dasar. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang

efisien tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga memainkan

peran krusial dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial

antar wilayah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori

dalam pengelolaan pajak daerah dan alokasi fiskal, terutama dengan menawarkan

perspektif baru mengenai bagaimana efisiensi alokasi pajak dapat mempengaruhi

kualitas fasilitas publik dan kesejahteraan sosial masyarakat. Temuan ini memperluas

teori yang dikemukakan oleh Bird dan Slack (2014) serta Ahmad dan Brosio (2015) ,

yang menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk mencapai distribusi

sumber daya yang merata. Namun, penelitian ini tidak hanya menguatkan konsep

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, tetapi juga menambahkan

dimensi baru mengenai dampak langsung dari alokasi fiskal terhadap infrastruktur

publik dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan menggabungkan pendekatan

kualitatif yang mendalam dan analisis empiris, penelitian ini memperkenalkan kerangka

kerja yang lebih komprehensif, di mana pengelolaan pajak tidak hanya dinilai dari

peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dari seberapa efisien pajak tersebut

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik yang nyata. Kontribusi ini menawarkan

landasan teoritis yang lebih kuat untuk mengkaji alokasi fiskal di masa depan, dengan
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menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang holistik yang memperhitungkan dampak

sosial dan ekonomi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan

pijakan bagi studi-studi lebih lanjut yang berfokus pada perbaikan mekanisme alokasi

pajak daerah guna mencapai pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu potensi bias dalam interpretasi hasil penelitian ini berkaitan dengan

perbedaan karakteristik antara daerah maju dan daerah tertinggal yang menjadi objek

penelitian. Daerah maju, yang umumnya memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dan tata

kelola fiskal yang lebih baik, cenderung mampu mengelola pajak daerah secara lebih

efisien dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pembangunan

fasilitas publik. Hal ini memungkinkan daerah maju untuk menunjukkan hasil yang

lebih positif dalam hal kualitas infrastruktur dan kesejahteraan sosial, seperti yang

diungkapkan dalam penelitian ini. Namun, hal ini dapat menimbulkan bias ketika

dibandingkan dengan daerah tertinggal, yang sering kali memiliki kapasitas fiskal yang

rendah, sumber daya manusia yang terbatas, dan tingkat transparansi yang lebih rendah.

Akibatnya, daerah tertinggal mungkin tidak dapat mencapai tingkat efisiensi alokasi

yang sama, terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Perbedaan dalam kondisi awal tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil, di

mana kinerja fiskal dan pembangunan infrastruktur yang lebih rendah di daerah

tertinggal bisa dianggap semata-mata sebagai akibat dari ketidakefisienan pengelolaan

pajak, tanpa mempertimbangkan keterbatasan struktural yang ada. Oleh karena itu,

penting untuk memahami bahwa temuan penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh

konteks lokal, termasuk perbedaan dalam kapasitas fiskal dan tata kelola antara daerah

maju dan tertinggal. Untuk meminimalkan bias, penelitian lanjutan perlu

memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang membedakan kemampuan fiskal daerah,

serta memberikan perhatian lebih pada konteks ekonomi dan sosial yang unik dari setiap

wilayah. Dengan demikian, generalisasi hasil penelitian dapat dilakukan secara lebih

hati-hati dan akurat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori

pengelolaan pajak daerah dengan menekankan bahwa tidak hanya besaran penerimaan

pajak yang krusial, tetapi juga bagaimana pajak tersebut dialokasikan secara efisien.

Hasil penelitian ini memperkuat teori yang diusulkan oleh McLure (2017) tentang

pentingnya alokasi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
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antarwilayah. Temuan ini memperluas teori dengan mengintegrasikan pendekatan

kuantitatif dalam menganalisis efisiensi pajak dan dampak sosialnya, sehingga

memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap literatur tata kelola fiskal

daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan bagi

para pembuat kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan

temuan ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efisien

dalam mengelola pajak daerah. Rekomendasi utama adalah meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak melalui peningkatan kapasitas administrasi

dan pengawasan. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan alokasi pajak dapat

dilakukan secara lebih merata, sehingga semua lapisan masyarakat, terutama di daerah

tertinggal, dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan fasilitas publik yang

memadai.

Seperti halnya penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan yang harus diperhatikan. Pertama, cakupan geografis yang terbatas hanya

pada beberapa daerah tertentu dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Meskipun temuan

ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika pengelolaan pajak di

daerah-daerah tersebut, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk wilayah lain

dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda. Hal ini mempengaruhi validitas

eksternal dari penelitian ini, khususnya ketika diterapkan pada daerah dengan kapasitas

fiskal yang jauh berbeda.

Kedua, keterbatasan jumlah informan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi

keakuratan hasil, terutama dalam menangkap nuansa yang lebih luas dari berbagai

perspektif pemangku kepentingan. Meskipun wawancara mendalam dan FGD telah

dilakukan untuk memperoleh data yang kaya, bias dalam pemilihan informan mungkin

terjadi, terutama terkait dengan keterwakilan dari kelompok yang lebih kecil seperti

masyarakat di daerah yang sangat terpencil. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus

dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan

fiskal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi alokasi pajak daerah berperan

signifikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas publik, yang pada
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gilirannya berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Daerah dengan

pengelolaan fiskal yang baik dan alokasi pajak yang transparan cenderung lebih berhasil

dalam menyediakan fasilitas publik yang merata, sementara daerah yang memiliki

kapasitas administrasi yang rendah menghadapi tantangan dalam memaksimalkan

potensi pajaknya. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, namun memperluas

pemahaman tentang hubungan antara alokasi pajak dan dampak sosial, khususnya di

daerah tertinggal. Secara praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan

kapasitas administrasi fiskal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak

daerah untuk memastikan alokasi yang efisien dan adil. Pembangunan fasilitas publik

yang lebih merata tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga

berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial, yang penting bagi pembangunan

berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk

pengembangan kebijakan dan penelitian lebih lanjut. Pertama, pemerintah daerah

disarankan untuk meningkatkan kapasitas administrasi fiskal dengan memperkuat

mekanisme pengawasan dan transparansi dalam alokasi pajak daerah. Kebijakan yang

lebih fokus pada pemerataan alokasi pajak di daerah akan membantu mengurangi

ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kedua, penelitian lanjutan disarankan untuk

menggunakan pendekatan kuantitatif dan data longitudinal guna mengukur dampak

jangka panjang dari efisiensi alokasi pajak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain itu, perlu ada studi lebih lanjut yang mengeksplorasi dampak alokasi pajak

daerah pada sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan dan kesehatan, yang juga

berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat

menjadi landasan bagi kebijakan fiskal yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang

mencakup berbagai sektor publik yang saling terkait.
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